


Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas

karunia serta ridho-Nya, sehingga Kami dapat menyusun Rencana

Kerja Perubahan Tahun 2021, Rencana Kerja ini sebagai  bahan

acuan untuk merealisasikan kegiatan dan mengukur capaian kinerja

Badan  Penghubung Daerah Provinsi  Banten  yang  berdasarkan

Rencana Strategis yang telah ditetapkan. 

Rencana Kerja Perubahan Badan Penghubung Daerah Provinsi

Banten  Tahun  2021 ini  disajikan  dalam  4 (empat)  Bab.  Dari  4

(empat)  bab  ini   substansi  Rencana  Kerja  menyajikan  tentang:

Pendahuluan;  Evaluasi  Pelaksanaan  Renja,  Program  dan

Kegiatan,  Penutup.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penghubung Daerah adalah

merupakan  instrumen  di  dalam  melaksanakan  kinerja,  sehingga

kami  sangat  mengharapkan  masukan  dan saran yang sifatnya

membangun, Semoga Rencana Kerja yang  telah  disusun  ini

dapat  bermanfaat  dan  dapat  dilaksanakan  oleh  segenap  unsur

Badan Penghubung  Daerah  Provinsi  Banten serta dapat dijadikan

pedoman dan acuan dalam rangka pelaksanaan kinerja Tahun 2021

dan  kinerja  tahun  akan  datang  .  Atas  perhatiannya,  Kami

mengucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta,      Oktober 2021

BADAN PENGHUBUNG
DAERAH

PROVINSI BANTEN
                 KEPALA

Ir. TRIASGANI PURBASARI,
MM

Pembina 
NIP. 19631124 200112 2 001

i



KATA PENGANTAR................................................................ i
DAFTAR ISI.......................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN....................................................................1
1.1 Latar Belakang.....................................................................................1
1.2 Landasan Hukum.................................................................................2
1.3 Maksud dan Tujuan..............................................................................6
1.4 Sistematika  Penulisan  Menguraikan  pokok

bahasan  dalam  penulisan

Renja............................................... 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN 

RENJA   ............................ 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung 

Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra..............................................8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 

SKPD………………………………………………………

……………… 23
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi 

SKPD………………………………………………………

……………… 35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal 

RKPD………………….. 35
BAB III TUJUAN, SASARAN,  PROGRAM DAN KEGIATAN 36

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional................................................36
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja......................................................39
3.3 Program dan 

Kegiatan…………………………………………….. 42
BAB IV PENUTUP ............................................................................44

ii



1.1. Latar Belakang 

Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten diatur dalam Peraturan

Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Susunan  Perangkat  Daerah   Provinsi  Banten  dan    Peraturan

Gubernur  Provinsi  Banten  Nomor  83  Tahun  2017  tentang

Kedudukan,  Tugas  Pokok,  Fungsi  Tipe,  Susunan,  Organisasi  dan

Tata  Kerja  Perangkat  Daerah  Provinsi  Banten  serta  Peraturan

Gubernur  Provinsi  Banten Nomor  38  Tahun 2016 tentang Uraian

tugas  jabatan  pimpinan  tinggi,  administrator  dan  pengawas

perangkat daerah, lampiran V point  F.  dengan tugas pokok yaitu

Membantu Gubernur melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan  dan  Pembangunan  dengan  Pemerintah  Pusat  dan

Membantu  Gubernur  dalam  Melaksanakan  Penyusunan  dan

Pelaksanaan Kebijakan di Budang Hubungan Antar Lembaga.

Sebagai mana kita ketahui letak georafis Provinsi Banten diapit oleh

tiga  Provinsi  yaitu  Provinsi  Lampung,  Provinsi  Jawa  Barat  dan

Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Banten merupakan daerah penyangga

perbatasan  langsung  dengan  ibukota  Negara yaitu  DKI  Jakarta,

keberadaan  Badan  Penghubung  Daerah dengan  kondisi  tersebut

sangat strategis sebagai ajang promosi dan tampilan  dalam rangka

meningkatkan iklim investasi serta  sebagai wakil banten di ibukota

negara berfungsi sebagai pusat informasi.

Paradigma  dan  pendekatan  perencanaan  pembangunan  nasional

mengalami  perubahan  seiring  dengan  lahirnya  Undang-Undang

Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  tentunya

berdampak pula pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
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dan  perencanaan  daerah  sehingga  kerap  kali  melakukan

menyesuaikan kebijakan dan kewenangan. 

Mengacu pada Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagimana  telah

diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 bahwa

Pemerintah  Daerah  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus

sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi dan  tugas

pembantuan.  Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  ditujukan

untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat

melalui  peningkatan pelayanan  dan  pemberdayaan  masyarakat

serta  meningkatkan  daya  saing dengan  prinsip  demokrasi,

pemerataan,  keadilan  dalam  system  Negara Kesatuan  Republik

Indonesia. Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan

daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.  

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan  Nasional  maka  setiap  lembaga

pemerintah  wajib  untuk  menyusun  dokumen  perencanaan

pembangunan  berupa  RPJMN,  RPJP,  RPJMD,   Renstra,  RKPD  dan

Renja. 

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi  Banten Tahun

2020 berikut :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi  Banten (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun

2000  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4010);

2) Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem

Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lemabaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan

Kedua  atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32

Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor   4437)

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan

Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan

Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2008  Nomor  59,  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor

4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan  dan  Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5) Peraturan Pemerintah Nomo 18 Tahun 2016

6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Nasional  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Kepada  Pemerintah,

Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah

Kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  Informasi

Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor  19,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 4693);

8) Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang

Pembagian  Urusan   Pemerintah  antara   Pemerintah,

Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun

2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4737);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi  Penyelenggaran  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana  Pembangunan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang  Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun

2000  Nomor   182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 4010);

12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014

Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor  ;5587)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  terakhir

dengan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang

Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang   Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

13) Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4095);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan   Permendagri

Nomor  59   Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan

Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  13  Tahun   2006  tentang
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Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  terakhir  dengan

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor  21  Tahun  2011

tentang   Perubahan  Kedua  Atas   Peraturan  Menteri  Dalam

Negeri  Nomor   13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan  Peraturan  Nomor  8  Tahun Tahun 2008  tentang

Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

16) Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor   7  Tahun  2006

Tentang Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Banten (Lembaran  Daerah  Nomor  48,  Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 2, Seri A); 

17) Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  2  Tahun  2007

tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah

Provinsi Banten  (Lembaran  Daerah  Provinsi Banten Nomor 2

Tahun  2007,  tambahan  lembaran  daerah  Provinsi  Banten

Nomor 6);

18) Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  8  Tahun  2016

tentang  Pembentukan  Susunan  Perangkat  Daerah   Provinsi

Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor

8).

19) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022; 

20) Peraturan  Gubernur  Provinsi  Banten  Nomor  83  Tahun  2017

tentang  Kedudukan,  Tugas  Pokok,  Fungsi  Tipe,  Susunan,

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

21) Peraturan  Gubernur  Provinsi  Banten  Nomor  38  Tahun  2016

tentang  Uraian  tugas  jabatan  pimpinan  tinggi,  administrator

dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F

1.3. Maksud dan Tujuan 
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Maksud Penyusunan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021

ini  adalah  untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam

jangka waktu satu tahun. Dengan melaksanakan yaitu antara lain :

1) Program dan kegiatan Tahun 2021; 

2) Lokasi pelaksanaan program;

3) Indikator kinerja;

4) Kelompok sasaran;

5) Pagu indikatif program dan kegiatan.

Sedangkan  tujuan  dari  penyusunan  Rencana  Kerja  Badan

Penghubung  Daerah  adalah  yaitu  untuk  menjabarkan  Renstra

Badan  Penghubung  Provinsi  Banten  dan  Rencana  Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi  Banten Tahun 2017 –

2022 dan melaksanakan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi

pelaksanaan  pembangunan  tahun  lalu.  Dengan  cara  demikian

diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara

perencanaan  penganggaran  dan  penyusunan  anggaran  sehingga

terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

Adapun tujuan  khususnya  yaitu  untuk  menuangkan  tugas  fungsi

dan  peranan  sebagai  penunjang  urusan  pemerintahan,

melaksanakan urusan pemangku kepentingan serta melaksanakan

kebijakan yang ditetapkan.  

1) Mengukur Capaian Sasaran lembaga 

2) Identifikasi  pencapaian  kinerja  Badan  Penghubung  Daerah

Provinsi Banten dengan  capaian program dan kegiatan tahun

2020;

3) Identifikasi  potensi  dan permasalahan yang dihadapai  Badan

Penghubung Daerah Provinsi Banten;

4) Terumuskannya  program  dan  kegiatan  Badan  Penghubung

Daerah Provinsi Banten Tahun 2022.

1.4. Sistematika  Penulisan Menguraikan  pokok bahasan

dalam penulisan Renja :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD 

2.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD

2.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional3.2. Tujuan dan Sasaran

Rencana Kerja PD

3.3. Program dan Kegiatan 

BAB IV PENUTUP
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2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Daerah tahun Lalu dan

Capaian Renstra :

Pada  Tahun  2020  Badan  Penghubung  Daerah  Provinsi  Banten  telah
menyelenggarakan  urusan  penunjang  yaitu  support  bagi  kegiatan  OPD  Provinsi
Banten dan Kabupaten/Kota di Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan)  yaitu di Jakarta
dan Jabodetabek. :

NO
PROGRAM /
KEGIATAN

TARGET KINERJA HASIL
PELAKS
ANAAN
BADAN
PENGH
UBUNG

HASIL
PELAK
SANAA

N 
INDIKATOR

KINERJA
PROGRAM RPJMD

TARGE
T 2020

REAL
2020

TARGET
2019

REA
L

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (5) (9)
1 Program Tata 

Kelola 
Pemerintahan

Capaian Laporan 
Kinerja Pemerintah 
Provinsi Banten

80 80 100 75 75 97,46

2 Program 
Pembangunan 
Kemitraan 

Capaian Pelayanan 
Publik

100 100 100 100 97,31 97,31 

Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang akuntabel  Efektif dan 
Efisien

Capaian Laporan Kinerja Pemerintah 
Provinsi Banten

80 80 100

Meningkatnya Pelayanan Publik Yang 
berkualitas

Capaian Pelayanan Publik 100 100 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun.2020 : Rp 8.572.025.028,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun. 2020 :  Rp. 6,791,201,968,-

Badan  Penghubung  Daerah  Pada  Tahun  Anggaran   2020  mendapatkan  alokasi

Anggaran  program  kegiatan  murni  sebesar  Rp.  5,829,243,000,-  sedangkan  pada

alokasi kegiatan perubahan Tahun 2020  sebesar  Rp.   3,878,025,028,- dengan

dua program yaitu :
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NO PROGRAM 

TARGET KINERJA Hasil
Pelaksanaan

Badan
Penghubung 

Indikator Kinerja Program RPJMD  D
Target
2020 Realisas

2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Tata Kelola 

Pemerintahan
Capaian SAKIP (Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah) OPD

80 80 100

2 Program Pembangunan 
Kemitraan 

Capaian Pelayanan Publik 100 100 100

Realisai Anggaran Kegiatan BadnaPenghubung Daerah Taun Anggaran 2020 :

NO
PROGRAM /
KEGIATAN

TARGET ANGGARAN SISA
ANGGARAN
PERUBAHANPagu Murni Pagu Perubahan REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Tata Kelola 

Pemerintahan 3,102,219,700 2,121,692,234 1,664,339,307
          184,682,702

.,-

2 Program Pembangunan 
Kemitraan 2,727,023,300 1,756,332,794 578,297,530

          221,762,342
.,-

Untuk melaksanakan Fungsi penunjang,  Badan Penghubung melaksanakan 2 (dua)

Indikator Kinerja program dengan prioritas urusan penunjang Kantor yaitu Capaian

Pelayanan Publik dengan startegi  Meningkatkan Fasilitasi,  Koordinasi pelaksanaan

urusan pemerintahan dengan strategi  tersebut  arah  kebijakan yang dilakukan oleh

Badan  Penghubung  dengan   Peningkatan  Koordinasi,  mediasi  dan  fasilitasi

pelaksanaan urusan pemerintahan  sehingga dapat  tercapai  Pelayanan Publik pada

Tahun 2020  dalam tabel tersebut di atas.  

Pada  kegiatan  Tahun  2020 dari  target  Kinerja  Sasaran  dan  dan Kinerja  Program

telaksana belum maksimal, ini di akibatkan ada beberapa masalah dan kendala dalam

tahun 2020.  

Pelaksanaan Kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten  pada Tahun 2020

ada  beberapa  masalah  dan  kendala,  sehingga  beberapa  kegiatan  tidak  dapat

terlaksana, permasalahan ini yaitu diakibatkan oleh pandemi Covid 2019,   akibatnya

pandemic tersebut berdampak ke pada berkurangnya anggara,  bergesernya jadwal,

berubahnya target kinerja, berubahnya system kerja dan jadwal kerja, yang akhirnya

muaranya berdampak kepada kegiatan yang tidak terlaksana, permasalahan ini bukan

hanya dialami oleh Badan Penghubung tetapi oleh OPD lainnya. 
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Dari  3  (tiga)  Tolok Ukur  Kegiatan  Promosi  dan  Hubungan Kelembagaan  dengan
keluaran yaitu  Terselenggarannya Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan
dengan  kinerja  Outcam  Indikator  Kinerja  Program  yaitu  Indeks  Respon  Positif
Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara  pada tahun 2020
dengan target  capaian  Indeks  4 dapat  tercapai  dengan target  fisik  100 % dengan
realisasi Capaian Program yaitu  79,12 %. Terhadap Mitra Strategis 100 %, dari hasil
pelaksanaan Program Kemitraan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu :  

1) Memplowup  dan menindaklanjut tantangan rencana kinerja Tahun 2021  yaitu
untuk  menjadi  pusat  informasi  Banten  di  Jakarta  artinya  untuk  menyerap
informasi  di  pusat  dan  di  daerah  sebagai  alat  bantu  untuk  kinerja  Banten
khususnya  Provinsi  Banten,  ini  sudah  dilakukan  penjajakan  ke  setiap
kementerian  dan  lembaga  sebagai  bahan  untuk  kerjasama  yang  akan
ditindaklanjuti  dengan  MOU,  rencana  strategis  ini  belum  maksimal
dilaksanakan karena terkendala pandemic covid 19.

2) Memplowup  dan menindaklanjut tantangan rencana kinerja Tahun 2021  yaitu
untuk menjadi  pusat informasi  Banten di Jakarta artinya untuk menyebarkan
informasi  di  pusat  dan  di  daerah  sebagai  alat  bantu  untuk  kinerja  Banten
khususnya  Provinsi  Banten,  ini  sudah  dilakukan  penjajakan  ke  setiap
kementerian  dan  lembaga  sebagai  bahan  untuk  kerjasama  yang  akan
ditindaklanjuti  dengan  MOU,  rencana  strategis  ini  belum  maksimal
dilaksanakan karena terkendala pandemic covid 19.

3) Telah melakukan fungsi pelayanan masyarakat dan fasilitasi kerjasama dengan
mahasiswa, dan telah terjalinn komunikasi dan pembinaan tehadap paguyuban,
masyarakat dan mahasiswa.

4) Memfasilitasi dalam pengurusan sewa stand pelaksanaan Promosi dan pameran
di Pekan Raya Jakarta yang ber sinergi dengan stakeholder, mitra kerja Provinsi
Banten, Kabupaten/Kota  Badan Penghubung untuk pengisian konten  stand;

5) Memfasilitasi  dalam  meningkatkan  Investasi  ke  Banten  dengan
menyelengarakan  kegiatan  berupa  Guide  Wisata  Investasi  dengan  sasaran
peserta undangan yaitu seluruh Kedutaan Besar dengan di bagi tahapan pertama
untuk Tahun 2021 dan rencankan utnuk penjadwalan  kembalai  untuk semua
keduataan besar,  acara tersebut  bekerjasama dengan bersinergi  dengan Dinas
BKPM PTSP,  Dinas  Pariwisata,  UMKM Banten,  Badan Penghubung,  Dinas
PAriwisata Lebak dengan dengan Koordinator Bupati Lebak, Dinas PAriwisata
Kabupaten  Pandeglang  dengan  coordinator  Bupati  Pandeglang  dan  yang
memaparkan potensi investasi yang direncakan oleh Gubernur Banten.

6) Memfasilitasi dalam pengurusan sewa stand pelaksanaan Promosi dan pameran
di Pekan Raya Jakarta yang ber sinergi dengan stakeholder, mitra kerja Provinsi
Banten, Kabupaten/Kota  Badan Penghubung untuk pengisian konten  stand;

7) Website Badan Penghubung Sebagai Media Informasi Provinsi  Banten di Ibu
Kota Negara dengan Informasi selalu Update.

8) Badan Penghubung melakukan kerjasama dengan PT. Angkasa Pura mengenai
Publikasi Informasi Provinsi Banten melalui Booklet berupa  kios informasi di
Bandara Soekarno Hatta
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9) Mensponsori  Kegiatan  Publikasi  Informasi  Provinsi  Banten  melalui  Booklet
yaitu kios informasi di Bandara Soekarno Hatta. 

Program  Tata  kelola  Pemerintahan  sebagai  program  penunjang  dalam
melaksanakan administrasi  pemerintahan,  dengan indicator  keluaran  program
yaitu  Meningkatnya  Pelayanan  Perkantoran.  Untuk  dapat  merealisasikannya
program  tersebut  ada  4  indikator  kinerja  sebagai  sarana  untuk  mencapai
Capaian  SAKIP  (Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah)  OPD
Target 80 pada tahun 2020, Program Tata Kelola Pemerintahan adalah kegiatan
yang terkait dengan fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yaitu fungsi
perencanaan, fungsi keuangan, fungsi kepegawaian, fungsi penyediaan barang
dan jasa, fungsi pengadaan sarana dan prasarna dan fungsi pemeliharaan sarana
dan prasarana kantor, dari beberapa fungsi  tersebut  yang menjadi inidikator
kinerja kegiatan yaitu :

a.  Kegiatan  Penyusunan  Laporan  Kinerja  Keuangan  dan  Neraca  Aset
telah  tersusun  22  Dokumen  dengan  Indikator  outcam  program  yaitu
Persentase  terwujudnya  penata  usaha  keuangan  dan  pencapaian  kinerja
program yang mendukung  kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan target
100 %

b. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan telah tersusun 17 Dokumen
dengan  Indikator  Outcam  Program  yaitu   Capaian  kesesuaian  dengan
Parameter  penilaian  dokumen  perencanaan,  evaluasi  dan  pelaporan
perangkat daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi
perangkat daerah dengan target 100 %

c.  Peningkatan  Kapasitas  Aparatur   telah  tersusun 8 dokumen dengan
Indikator  Outcam  Program  yaitu  Persentase  terwujudnya  peningkatan
kapasitas  sumberdaya  Aparatur  yang  mendukung  kelancaran  tugas  dan
fungsi SKPD dengan target 100 %

d. Penyediaan  Barang  Jasa,  Pengadaan  dan  Pemeliharaan  Sarana  Prasarana
Perkantoran dengan target  12 kegiatan  dengan indicator  outcam program
yaitu Persentase Sarana Prasarana Perkantoran  yang mendukung kelancaran
tugas  dan  fungsi  administrasi  perangkat  daerah  dan  pencapaian  kinerja
program yang mendukung yang mendukung kelancaran  tugas dan fungsi
SKPD dengan target 100 %.

Pada  Tahun  2020  beberapa  kegiatan  mengalami  kendala  dan  permasalah  yang
disebabkan oleh Pandemi  Covid 19 namun untuk  Program Kegiatan Tata Kelola
Pemerintahan  tidak  berpengaruh  besar  dalam  target  capaian  kegiatan  hanya  saja
efeknya  berdampak pada penguarangan anggaran Recofusning Covid 19 ke 1 sd 3
(tiga)  hingga sampai pengurang yang bukan Recofusing anggaran.  
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Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada tahun 2020
telah  tersusun Laporan Keuangan 6 Dokumen yaitu  Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara, Leporan Realisasi Anggaran, Laporan Aset,  Laporan Prognosis, Laporan
Semester  dan  tersusunnya  tolok  ukur  penyusunan  laporan  tindak  lanjut  hasil
pemeriksaan  (TLHP)  2  dokumen  yaitu  semester  I  dan  II.  Selama  masa  pandemi
Covid-19  banyak  rapat-rapat  yang  dilaksanakan  secara  virtual  sehingga  anggaran
perjalanan dinas masih ada anggaran. 

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan telah tersusun 17 Dokumen dengan
Indikator  Outcam  Program  yaitu  Persentase  Sarana  Prasarana  Perkantoran  yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah dengan target
100 %, Kegiatan tersebut terdapat 4 (empat) Tolok Ukur kegiatan yang pada tahun
2020 Telah tersusunnya Laporan Evaluasi Program dan Kegiaran yaitu LKPJ, LPPD
dan LKIP pada tahun 2020. Sedangkan pada penyusunan Perencanaan Program dan
Pengendalian yang telah tersusun yaitu : Renja, RKA, RKA Peubahan, DPA, DPA
Perubahan Perkin,  dan  Dokumen Forum Renja  dari  Perencanan  Program tersebut
Tersusun Laporan Evaluasi dan Pengendalian yaitu Laporan bulanan Program dan
Kegiatan dan Data Pembangunan Sektoral. 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tahun 2020 terdiri dari dua sub tolok ukur
yaiu  Fasilitasi  Administrasi  Kepegawaian  dan  Peningkatan  Kompetensi  Aparatur.
Realisasi anggaran pada sub tolok ukur Fasilitasi  Administrasi  Kepegawaian dapat
tercapai.  Untuk  sub  tolok  ukur  Peningkatan  Kompetensi  Aparatur  yatu  berupa
Bimbingan  Teknis  untuk Aparatur  sebanyak  4  kali  selama satu  tahun  mengalami
perubahan  menjadi  3  kali.  Namum pada  bulan  oktober  2020  masa  PSBB belum
berakhir sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan dan anggaran tersebut di
SILPA-kan.

Kegiatan  Penyediaan Barang Jasa,  Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana  Prasarana
Perkantoran  Tahun  2020  terdiri  dari  Penyediaan  Barang  dan  Jasa,  Pemeliharaan
Sarana  Prasarana,  Pengadaan  Sarana  Prasarana  Perkantoran,  Rapat  Koordinasi  ke
Dalam dan Keluar Daerah. Kendala yang dialami adalah anggaran yang tidak terserap
berkaitan dengan Pandemi Covid-19. Belanja Perjalanan Dinas banyak yang tidak
terserap karena rapat – rapat dan koordinasi lebih diutamakan secara virtual. Selain
itu kegiatan yang menghadirkan banyak orang juga tidak terserap, seperti makan dan
minum Kegiatan beserta narasumber dan instruktur Senam Pagi dan Siraman Rohani.
Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  kantor  ada  kode  rekening  yaitu  Pemeliharaan
gedung bangungan & kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor ditiadakan
karena terkait dengan anggaran recofusing (tidak terserap berkaitan dengan Pandemi
Covid-19).

Pada Tahun 2020 Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Target Capaian Capaian
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD pada Tahun 2020
yaitu  80  dengan  nilai  BB   dengan  Indikator  Kegiatan  7  kegiatan  dengan  Target
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten dengan target  Nilai BB dari
target Indikator Kegiatan 7 kegiatan dan realisasi anggaran kegiatan Tahun 2020. 
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NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Penyusunan 
Laporan Kinerja 
Keuangan dan 
Neraca Aset

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara, Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Aset, Laporan Prognosis Keuangan, 
Laporan Keuangan Semester I, Laporan Keuangan Semester 
II)

Dokumen 6.0

Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 
Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) terdiri dari laporan 
TLHP dan APIP Semester I dan Semester II

Dokumen 2.0

Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak (Laporan Pajak PPn dan 
Laporan Pajak PPh)

Dokumen 1.0

2 Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan

Tersusunnya Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Sesuai 
dengan parameter (LKIP, LKPj dan LPPD)

Dokumen 3.0

Tersusunnya Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 
Sesuai dengan parameter penilaian (Renja, RKA, RKA-P, 
DPA, DPA-P, Perkin, IKU, Forum SKPD dan RUP)

Dokumen 9.0

Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian sesuai 
dengan parameter penilaian (Lapbul, Laporan Triwulan, 
Laporan Barjas dan Tepra)

Dokumen 4.0

Tersusunnya Dokumen Data Pembangunan Sektoral sesuai 
dengan parameter dokumen (Profil Kinerja OPD, Visualisasi 
OPD, PPID, Data Statistik Sektoral, Survey Kepuasan)

Dokumen 2.0

3 Peningkatan Kapasitas 
Aparatur

Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 
(Laporan Kenaikan Pangkat, Laporan KGB, Laporan KP4, 
Laporan SKP, Laporan Data Kepegawaian, Laporan Analisa 
Jabatan)

Tersusunya Dokumen Peningkatan Kompetensi Aparatur 
(Laporan Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang Administrasi
Perkantoran, Laporan Peningkatan Kompetensi Aparatur Bidang 
Pelayanan Prima, Laporan Peningkatan Kompetensi Aparatur 
Bidang Keuangan dan Aset,

Dokumen

Dokumen

6.0

2.0

4 Penyediaan Barang 
Jasa, Pengadaan dan 
Pemeliharaan Sarana 
Prasarana 
Perkantoran

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran yang dapat 
mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat 
daerah (Operasional Kantor Tidak Tetap, Penyediaan Barang 
Pakai Habis, Penyediaan Bahan Cetak, Penyediaan Makan dan 
Minum Kantor, Penyediaan P

Tersediannya Sarana Prasarana Kantor yang dapat mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah 
(Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor)

Kegiatan

Kegiatan

7.0

0.0

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor yang 
dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi 
perangkat daerah (Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 
dan Anjungan Banten, Pemeliharaan Kendaraan Dinas 
Operasional, Pemeliharaan Inve

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Keluar 
Daerah (Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam daerah, Koordinasi
dan Konsultasi Keluar daerah)

Kegiatan

Kegiatan

3.0

2.0

,..
Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 :

URAIAN
PAGU

ANGGARAN
PERUBAHAN

TARGET
REALISASI

ANGGARAN  (Rp)/
FISIK

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) Rp. Rp. 4.694.000.000,- 
 Rp. 4.694.000.000,- Rp. 4548565131 ,-

100% 96.90 %

BELANJA LANGSUNG (BL) Rp.  Rp. 3.878.025.028,- 
 Rp. 3.878.025.028,-  Rp. 2242636837

100% 57.83 %
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BTL + BL Rp. 8.572.025.028,- 
Rp.  8.572.025.028,-  Rp.6791201968

100 % 79.23 %

FISIK KEGIATAN  BADAN 
PENGHUBUNG

 
100% 95.24%

RETRIBUSI (WISMA) Rp. 50.000.000,-
45.900.000,- Rp. 20,550,000 ,- 

91.8% 41.1%

SILFA      Rp. 1780823060 

       20.7 % 

Badan  Penghubung  adalah  termasuk  Badan  Daerah,  yang  mempunyai  tugas
membantu  gubernur  untuk  melaksanakan  fungsi  sebagai  penunjang  Urusan
Pemerintahan  (Kongkuren)  yang  menjadi  kewenangan  daerah,  menurut  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu sebanyak 32 urusan yaitu wajib dan pilihan,
dan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018  tentang Tugas
dan  Wewenang  Gubernur  sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat.  Untuk  melaksanakan
tugas dan fungsinya  sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur
dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016.

Badan  Penghubung  adalah  termasuk  Badan  Daerah  yang  merupakan  unsur
penunjang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan demikian
Badan Penghubung Daerah  tidak  termasuk Urusan Wajib  ataupun  urusan pilihan.
Sebagaimana Misi 1 dalam RPJMD yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang
baik  (Good  Governance).  Badan  Penghubung   diwajibkan  ikut  serta  dalam
mendukung  dan  mensukseskan  melalui  program   daerah  yang  sesuai  Visi  dan
Misinya Gubernur terpilih dalam kurun waktu 5 tahun.

Untuk memudahkan rentang kendali dan menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan  dan  pembangunan  dengan  Pemerintah  Pusat,  Badan  Penghubung
bertugas  membantu  dalam  memudahkan  berkomunikasi  dan  memudahkan
administrasi antara daerah dengan pusat.

Badan Penghubung Daerah bertanggungjawab kepada Gubernur melalui  Sekretaris
Daerah dan memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung Gubernur dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dilakukan  di  Ibukota  Negara  (Pusat
Pemerintahan).

Tabel 3.1.1
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Penghubung Daerah

NO PROGRAM 

TARGET KINERJA HASIL
PELAKSANAAN

BADAN
PENGHUBUNG

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM
RPJMD

TARGET
2020

REALIAS
ASI 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program Tata 

Kelola 
Pemerintahan

Capaian SAKIP 
(Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi 
Pemerintah) OPD

80 80 100

2 Program 
Pembangunan 

Capaian Pelayanan 
Publik

100 100 100
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Kemitraan 

Program Pembangunan Kemitraan Pada tahun 2020  dilaksanakan  oleh 3 Subbid
yaitu :
1) Subbid Fasilitasi Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah
2) Subbid Fasilitasi Pelayanan Mayarakat
3) Subbid Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Antar Lembaga
Dari 3 (tiga) Subid yang mengapuh Program Pembangunan kemitraan maka kegiatan
tersebut sebagai Indikator Kinerja Badan Penghubung yaitu :  
1). Subbid Fasilitasi  Penyelenggaraan   Pemda  dengan Kegiatan  Penyelenggaraan

Pemda  dengan target Tolok Ukur Kinerja Pada Tahun 2020 yaitu :
 Pelayanan  Pimpinan,  Pejabat  Pemda,  Pusat  dan  Tamu  dalam  rangka

Koordinasi, Raker dan Kunker target 12 kegiatan
 Pelayanan dan Pengelolaan Wisma target 12 kegiatan

2). Subbid Fasilitasi Layanan Mayarakat dengan Kegiatan Layanan Masyarakat :
 Pelayanan Masyarakat di ibukota Negara target 12 bulan masyarakat Banten

di Jakarta target  1 Kegiatan
3). Subbid Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Antar Lembaga dengan   

Kegiatan  Promosi,  Investasi  dan    Hubungan  Antar  Lembaga  dengan target
Tolok Ukur Kinerja Pada Tahun 2020 yaitu :
 Promosi di Ibukota Negara target 15 kegiatan
 Koordinasi Urusan Pemerinatah dan Pembangunan di Ibukota Negara target 3 

Kegiatan
 Investasi di Ibu Kota Negara

Pada Tahun  2019  sd  2020  Badan  Penghubung Daerah  telah  meningkatkan dan
memaksimalkan peranan dan fungsi untuk mendorong agar tercapainya target capaian
pelayanan Publik dari setiap tahunnya sehingga sasaran yang tercapai dapat dirasakan
oleh masyarakat, OPD/Lembaga atau stakeholder.
Keberhasilan  peranan dan fungsi Badan Penghubung dilaksanakan Apabila penerima
jasa yaitu  :  masyarakat,  pimpinan,OPD, Lembaga, stakeholder,   pihak swasta  dan
lainnya merasakan kesan,, Persepsi dan pandangan yang puas dan ter ukur  dalam
indeks capaian.

6 (enam) Pilar Fungsi Badan Penghubung di Jakarta yang menopang dalam capaian
kinerja program untuk mencapai sasaran Pelayanan Publik yaitu  :
 Fungsi Koordinasi
 Fungsi Pelayanan Masyarakat
 Fungsi Pelayanan Pimpinan 
 Fungsi Promosi
 Fungsi Informasi
 Fungsi Inevatasi 

Dari  6  pilar  tersebut  akan  dirasakan  dampak  dari  kinerja  Badan  Penghubung
khususnya capaian kinerja Outcam yaitu :Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo BKPM
PTSP terkait  capaian  investasi  Banten   dan  capaian  dinas  lainnya  terkait  dengan
kinerja Badan Penghubung.
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Adapun capaian kinerja  yang telah dilakukan yaitu  dengan strategi  Meningkatkan
Koordinasi  urusan  pemerintahan  dan  pembangunan  dan  meningkatkan  koordinasi
terhadap Mitra Strategis di Ibukota Negara adalah  :

1) Sudah terjallinnya koordinasi dan komunikasi dengan kementerin dan lembaga
terkait pelayanan Pimpinan 

2) Sudah terselenggaranya   kegiatan Rangkaian  HUT Banten  di  Candi  Bentar
TMII yang dimanfaatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Satu  Pintu  dengan  peserta  undangan  dari   Duta  Besar/  Perwakilan  negara
Sahabat  dan  para  pengusaha  yang  diawali  dengan  makan  malam  bersama
Sekaligus  Ekspos  Peluang  investasi  melalui  pemutaran  Video  dan  dialog
Interaktif  yang  digelar  di  Balai  Panjang  Museum  Indonesia  TMII  bersama
Wakil Gubernur Banten.

3) Memfasilitasi pertemuan Komisi I DPRD Provinsi Banten  dengan Kedutaan
Tunisia  dan Qatar  sehingga terselenggaranya pertemuan dengan pembahasan
Investasi di Banten; 

4) Pembuka Kerjasama dengan Angkasa  Pura  II  terkait  Promosi  dan Informasi
Berupa  : Fasilitasi Media Promosi Photo booth dan Media Promosi Lainnya di
Bandara Sokarno Hatta  dengan ditindaklanjuti  oleh Kepala Dinas  Pariwisata
Provinsi Banten untuk sarana dan media promosi  untuk Banten  yaitu  OPD
Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

5) Badan  Penghubung  di  Jadikan  fungsi  oleh  Kemendagri  sebagai  Fungsi
Koordinasi Daerah untuk setiap Kementerian dan Fungsi Administrasi Daerah
di Jakarta.

6) Anggota Forum Kerjasama Informasi Daerah se Indonesia (Forkappsi)
7) Terbentuknya Tim Promosi Provinsi Banten

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun kinerja startegis yang sedang di rintis di rencanakan namun pelaksanaanna 
terkendala Pandemi Covid 19 yaitu :  
1) Akan mempolow up kembali   dan menindaklanjut I tantangan rencana kinerja

Tahun 2020 untuk di rencanakan ulang pada tahun 2021 yaitu untuk menjadi
pusat informasi Banten di Jakarta artinya untuk menyeak informasi di pusat dan
di daerah sebagai alat bantu untuk kinerja Banten khususnya Provinsi Banten,
ini  sudah  dilakukan  penjajakan  ke  setiap  kementerian  dan  lembaga  sebagai
bahan  untuk  kerjasama  yang  akan  ditindaklanjuti  dengan  MOU,  rencana
strategis ini belum maksimal dilaksanakan karena terkendala pandemic covid
19;

2) Akan mempolowup kembali    dan menindaklanjut tantangan rencana kinerja
Tahun 2020 untuk di rencanakan kembali yaitu untuk menjadi pusat informasi
Banten di Jakarta artinya untuk menyebarkan informasi di pusat dan di daerah
sebagai alat bantu untuk kinerja Banten khususnya Provinsi Banten, ini sudah
dilakukan penjajakan ke setiap kementerian dan lembaga sebagai bahan untuk
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kerjasama yang akan ditindaklanjuti dengan MOU, rencana strategis ini belum
maksimal dilaksanakan karena terkendala pandemic covid 19.

3) Telah melakukan fungsi pelayanan masyarakat dan fasilitasi kerjasama dengan
mahasiswa, dan telah terjalinn komunikasi dan pembinaan tehadap paguyuban,
masyarakat dan mahasiswa.

4) Akan direncakan kembali fasilitasi dalam pengurusan sewa stand pelaksanaan
Promosi  dan  pameran  di  Pekan  Raya  Jakarta  yang  ber  sinergi  dengan
stakeholder, mitra kerja Provinsi Banten, Kabupaten/Kota  Badan Penghubung
untuk pengisian konten  stand;

5) Akan diirencanakan ulang fasilitasi  meningkatkan Investasi ke Banten dengan
menyelengarakan  kegiatan  berupa  Guide  Wisata  Investasi  dengan  sasaran
peserta undangan yaitu seluruh Kedutaan Besar dengan di bagi tahapan pertama
untuk Tahun 2020, acara tersebut bekerjasama dengan bersinergi dengan Dinas
BKPM PTSP,  Dinas  Pariwisata,  UMKM Banten,  Badan  Penghubung,  Dinas
PAriwisata Lebak dengan dengan Koordinator Bupati Lebak, Dinas PAriwisata
Kabupaten  Pandeglang  dengan  coordinator  Bupati  Pandeglang  dan  yang
memaparkan potensi investasi yang direncakan oleh Gubernur Banten.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatan,  tidak  terlepas  dari  Permasalahan,  hambatan

ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1) Belum terbangunnya jaringan Promosi  dan Informasi  dengan berbagai  pihak
yang lebih  sinergis,  berkesinambungan dan  saling  menguntungkan,  sehingga
capaian kegiatan belum maksimal 

2) Belum memiliki Database tentang Industri Besar dan Kecil,  UMKM, Produk
Unggulan, Data Investasi sehingga support informasi terhadap Instansi Teknsi
yaitu   :  OPD  Stakeholder,  Kabupaten/Kota  dan  Kementerian  Lembaga
mengalami kesulitan;

3) Belum terbina dan belum diberdayakannya komunitas masyarakat Banten oleh
Badan Penghubung  yang ada di Jakarta  dan Tidak adanya data komunitas atau
database masyarakat Banten di Jakarta (masyarakat asal Banten dan mahasiswa
asal banten di luar wilayah provinsi banten) akibatnya pelaksanaan pelayanan
masyrakat tidak maksimal;

4) Strategi Promosi belum maksimal dilakukan di tahun 2020 dikarenakan Fungsi
dari Badan Penghubung Daerah yang belum dipahami dan dimaksimalkan oleh
stakeholder (OPD Provinsi, OPD Kabupaten/Kota, kementerian dan Lembaga
serta Swasta ataupun paguyuban), dan Konsisi Pandemi Covid 2019. 

5) Masih  Kurang  sinergi  dengan  OPD  ataupun  Kab/Kota  dalam  melakukan
kegiatan seperti Pameran produk unggulan, promosi bersama , baik membuat
event sendiri ataupun mengikuti event yang sudah ada seperti PRJ dan lainnya
sehingga promosi atau pun pameran pelaksanaannya efec dan sasaranya kurang
dirasakan
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6) Promosi produk unggulan belum maksimal, baru berjalan promosi budaya dan

kesenian hal ini dikarenakan belum sinerginya program, kegiatan dan kebijakan

dengan dinas terkait baik Dinas INDAG, Dinas Koperasi dan UMKM, ataupun

DPMPTSP. Sementara untuk Promosi budaya dan Pariwisata sudah bersinergi

dengan  Dinas  Pariwisata  baik  dengan  Dinas  Pariwisata  Provinsi  ataupun

Kabupaten/Kota,  akan  di  maksimalkan  kerjasama  dengan

Kementerian/lembagar;

7) Belum maksimalnya kunjungan ke Kementerian, Lembaga dan Swasta karena

kondisi pandemo Covid 19;

8) Melakukan  join  promosi  dengan  Angkasa  Pura  II  agar  dapat  berpromosi  di

Bandara Soekarno Hatta ataupun bandara lainnya.

9) Permintaan masyarakat dan arahan Bapak Sekda,  Wisma Banten untuk menjadi

rumah singgah sekitar 30% dari jumlah kamar yang ada.

10) Kurangnya mengenalkan  Produk Potensi  Unggulan  Terhadap calon  Investor,

Kurangnya Suport Informasi terhadap Kementerian dan OPD Provinsi Banten

dan Kabupaten/Kota.

11) Kurangnya  Suport Urusan Pemerintahan dan Pembangunan di Ibukota Negara

terhadap OPD Provinsi, Kabupaten/Kota.

12) Belum tersedianya  data  secara  lengkap  jenis  dan  jumlah  Paguyuban  Warga

Banten di Jabodetabek;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan 

Dari Rancangan Awal Renja Tahun 2021 tidak sejalan dengan Renja Finalisasi 

adapun Rancangan Renja Tahun 2021 menuangkan beberapa sebagai berikut : 

1) Eksistensi Badan Penghubung yang sesuai dengan PP 18 Tahun 2016

2) Pelayanan Masyarakat dan Pimpinan 

3) Koordinasi untuk menunjang Urusan Pemerintahan dan Pembangunan 

4) Pelayanan Informasi di Jakarta sebagai Pusat Infomasi Banten di Jakarta

5) fasilitasi Promosi di Jabodetabek

6) peranan Fasilitasi Investasi di Ibu kota Negara yaitu Jakarta

7) Kerjasama dengan stakeholder

8) Guide Wisata Investasi

9) Pekan Raya Jakarta

10) Kerjasama Informasi dengan Kementerian/Lembaga.
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Dari  10 Isu  Strategis maka pada tahun 2021 Badan Penghubung akan melakukan

berdasarkan Hasil  Forum Renja,  Musrenbang dan berdasakankan masukan arahan

dari  Pokpir  Dewan  DPRD,  Pemangku  Kepentingan,  Pimpinan  ,Stakeholder  dan

Masyarakat.  yaitu  :

1. Rumah singgah  masyarakat  Banten  dan rumah  singgah dalam rangka  Dinas
Artinya Badan Penghubung akan membantu masyarakat Banten dan membantu
Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah (dalam rangka dinas) di  Ibukota negara
yang  memerlukan  Bantuan  Penginapan  dan  bantuan  lainnya  yang  termasuk
dalam tugas dan pokok Badan Penghubung;

2. Fasilitas  dan  membantu   dalam  melakukan  administrasi  dengan  Pemerintah
Pusat, Kedutaan, Swasta dan lainnya  artinya Badan Penghubung Daerah akan
membantu dan memfasilitasi  dalam dukungan admintrasi, koordinasi, mediasi/
pendampingan  di  Jakarta,  fasilitasi,  ditindaklanjuti  oleh  Badan  Penghubung
(terkait dengan kinerjanya) ;

3. Fasilitasi  dan  Membantu  dalam  berkonsultasi  Urusan  Pemerintahan  dan
Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Swasta serta lainnya;

4. Fasilitas  dan  membantu  dalam  bekerjasama  dengan  Kedutaan   Besar  yaitu
membuat  (menjalin)   Jaringan  Informasi,  Kerjasama  yaitu  :  Promosi,
Pendidikan  (Bantuan,  Beasiswa  dan  lainnya),  Informasi  Tenaga  Kerja
(WNI/WNA), Pariwisata Investasi, Umroh (Kedutaan Arab)  dan lainnya;

5. Pusat Informasi Banten di Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan) artinya Badan
Penghubung  menjadi  tempat/Media  Informasi  berfungsi  sebagai  penyerap
Informasi di Pusat dan Daerah kemudian dipublikasikan.

6. Fasilitas  dan   membantu  dalam  kerjasama  informasi  pembangunan  melalui
pendekatan religius (yang berakhlaqul karimah) dengan Komunitas Masyarakat
Banten  di  Ibu  Kota  Negara  berdasarkan  data  sebaran  masyarakat  Banten  di
Ibukota Negara.

Dengan Rancangan Awal dalam lampiran yaitu :
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 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Wabah Covid-19 yang saat ini di hadapi jelas berdampak terhadap pencapaian target

pembangunan Provinsi Banten di tahun 2020, sehingga sulit untuk dapat dipenuhi”,

ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim saat membuka Musyawarah Perencanaan

Pembangunan  (Musrenbang)  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RPKPD)  2021

Provinsi Banten yang berlangsung secara daring/online Selasa, (14/4).  “Berdasarkan

informasi dari BPS yakni dengan asumsi inflasi masih tetap 3,5%, maka pada tahun

2021 tingkat pertumbuhan ekonomi turun menjadi 2,8 %, kemiskinan akan meningkat

menjadi 5,32 %”, lanjut gubernur yang akrab disapa WH tersebut.

 

Dalam rangka membangun  kembali  ekonomi Banten  yang terpuruk akibat  wabah

covid-19, Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 akan fokus mengembangkan

pertanian  dan  memperbanyak  proyek-proyek  infrastruktur  yang  mendukung

percepatan  pertumbuhan  ekonomi,  dan  pelaksanaan  Musrenbang  kali  ini

dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam

rangka  penyempurnaan rancangan  RKPD  Provinsi  Banten  Tahun  2021.  “Melalui

forum ini diharapkan dapat menyepakati antara lain isu strategis, tema pembangunan

dan prioritas pembangunan”, ungkap WH.

 

isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Banten  Tahun 2021,  yaitu :

1). Pembangunan infrastruktur; 

2). Daya saing sumber daya manusia; 

3). Tranformasi ekonomi dan Tata kelola pemerintahan. Berdasarkan isu strategis

tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan tema pembangunan “

4). Akselerasi  Daya  Saing  Daerah  melalui  Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya

Manusia dan Pemantapan infrastruktur”.

 

Dalam  kesempatan  tersebut  Gubernur  secara  langsung  menyampaikan  apresiasi

kepada  seluruh  satuan  gugus  tugas  covid-19,  tim  medis,  paramedis,  dan  seluruh

jajaran aparatur yang berada pada garda terdepam dalam penanganan pandemi covid-

19, juga kepada DPRD dan Forkompimda serta masyarakat  yang secara bersama-
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sama mengawal pencegahan penyebaran serta percepatan dalam penanganan wabah

covid-19.

 

Sebagai  informasi  berkenaan  dengan  penanganan  pandemi  covid-19,  Pemerintah

Provinsi  Banten  telah  melakukan  langkah-langkah  strategis,  diantaranya  dengan

menetapkan status kejadian luar biasa covid-19 melalui Keputusan Gubernur pada 13

Maret 2020, pembentukan gugus tugas covid-19 pada 17 maret 2020, menetapkan

RSUD Banten  sebagai  rumah  sakit  rujukan covid-19,  dan  pendanaan  penanganan

covid-19 melalui refocusing anggaran tahap I dan tahap II pada APBD TA 2020 yaitu

dengan cara melakukan pemangkasan anggaran rutin, efisiensi pengadaan barang dan

jasa,  serta  penjadwalan  ulang  (rescheduling)  atas  pelaksanaan proyek-

proyek pembangunan  infrastruktur dan selanjutnya  hasil refocusing anggaran

dialokasikan pada belanja tidak terduga.

 

Anggaran  yang disediakan dalam rangka penanganan covid-19 yaitu  sebesar  1,22

triliun  rupiah,  yang penggunaannya  meliputi  penanganan  kesehatan  dalam rangka

pencegahan covid, penanganan dampak ekonomi, dan, penyediaan jaring pengaman

sosial (social safety net) masyarakat terdampak covid-19. (bapp_2020)

Dari  Tema  Pembangunan  Tahun  2021  yaitu  :  “Akselerasi  Daya  Saing  Daerah

melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Infrastruktur”

Bahwa Prioritas Pembangunan Provinsi Banten ada 5 (lima) prioritas yaitu :

1).  Pembangunan  SDM   : Membangun  SDM  yang  pekerja  keras,  yang

dinamis.  Membangun  SDM yang  terampil,menguasai  ilmu  pengetahuan  dan

teknologi.Mengundang talenta-talenta global dan bekerjasama 

2). Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur  : Infrastruktur yang menghubungkan

kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan

wisata,  mendongkrak  lapangan  kerja  baru,  mengakselerasi  nilai  tambah

perekonomian rakyat

3).  Penyederhanaan  Reguasi  :  Segala  bentuk  kendala  regulasi  harus

disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Pemerintah akan mengajak

DPR  untuk  menerbitkan  dua  undang-undang  besar.  Pertama,  UU  Cipta

Lapangan Kerja. Kedua, UU

4). Reformasi  Birokrasi  :  Eselonisasi  harus  disederhanakan.  disederhanakan

menjadi  dua  level  saja,  diganti  dengan  jabatan  fungsional  yang  menghargai
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keahlian,  menghargai  kompetensi.  Agar  serius  menjamin  tercapainya  tujuan

program pembangunan.

5).  Transformasi  Ekonomi  :  Harus  bertransformasi  dari  ketergantungan

pada sumber daya alam menjadi daya saingmanufaktur dan jasa modern yang

mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsademi keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Prioritas pembangunan Daerah tersebut Provinsi Banten memprioritaskan pada

tahun 2021 yaitu :

1) Reformasi  Birokrasi  Melalui  Pemantapan  8  (Delapan  )  Area  Perubahan

(  Manajemen  Perubahan,  Panataan  Peraturan,  Penataan  dan  Penguatan

Organisasi,  Penataan  Tatalaksana,  Penataan  Sistem  Manajemen  SDM  ,

Penguatan  Akuntabilitas,  Pengawasan,   dan  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan

Publik )

2) Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  yang  berdaya  saing   Melalui

Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan,  Pendidikan dan Life Skill

3) Penguatan Interkonektivitas melalui Pembanguan Infrastruktur

4) Penguatan Daya Saing Perekonomian

Fokus Pembangunan Taa Kelola Pemerintahan REFORMASI BIROKRASI 

MELALUI PEMANTAPAN 8 (DELAPAN ) AREA PERUBAHAN :

1) Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 

2) Program Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4) Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum

5) Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah

6) Program Peningkatan Pelayanan Publik

7) Program Pengembangan SDM Aparatur

8) Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021 :

1) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2) Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja  dan Teknologi 

Informasi.;

3) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan;

4) Peningkatan Kualitas  Penataushaan Keuangan dan Aset Daerah;
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5) Peningkatan Tatakelola Pelayanan Pendapatan Daerah dan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi.

Evaluasi  dari  Bappeda Provinsi Banten terkait  dengan Badan Penghubung Daerah

yang harus dilaksanakan : :

1) Penghubung Menguatkan Fungsi Koordinasi dan Kerjasama dengan Kedutaan

Besar,  Kementerian,  Lembaga,  lainnya  untuk  meningkatkan  Pembangunan

Provinsi Banten 

2)  Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Banten di Ibu Kota Negaradan

Provinsi daerah lainnya

3) Meningkatkan Sinergitas dengan Kabupaten/Kota dalam peningkatan hubungan

dan kerjaasama

4) Penguatan  tugas  pokok dan  fungsi  Badan  Penghubung  dalam Kinerja  Tim

Promosi Daerah

Fokus Prioritas  Kegiatan Badan Penghubung mengacu pada Tema Pembangunann

Daerah Tahun2021 

1) Rumah singgah  masyarakat  Banten  dan rumah  singgah dalam rangka  Dinas

Artinya Badan Penghubung akan membantu masyarakat Banten dan membantu

Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah (dalam rangka dinas) di  Ibukota negara

yang  memerlukan  Bantuan  Penginapan  dan  bantuan  lainnya  yang  termasuk

dalam tugas dan pokok Badan Penghubung;

2) Fasilitas  dan  membantu   dalam  melakukan  administrasi  dengan  Pemerintah

Pusat, Kedutaan, Swasta dan lainnya  artinya Badan Penghubung Daerah akan

membantu dan memfasilitasi  dalam dukungan admintrasi, koordinasi, mediasi/

pendampingan  di  Jakarta,  fasilitasi,  ditindaklanjuti  oleh  Badan  Penghubung

(terkait dengan kinerjanya) ;

3) Fasilitasi  dan  Membantu  dalam  berkonsultasi  Urusan  Pemerintahan  dan

Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Swasta serta lainnya;

4) Fasilitas  dan  membantu  dalam  bekerjasama  dengan  Kedutaan   Besar  yaitu

membuat  (menjalin)   Jaringan  Informasi,  Kerjasama  yaitu  :  Promosi,
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Pendidikan  (Bantuan,  Beasiswa  dan  lainnya),  Informasi  Tenaga  Kerja

(WNI/WNA), Pariwisata Investasi, Umroh (Kedutaan Arab)  dan lainnya;

5) Pusat Informasi Banten di Ibu Kota Negara (Pusat Pemerintahan) artinya Badan

Penghubung  menjadi  tempat/Media  Informasi  berfungsi  sebagai  penyerap

Informasi di Pusat dan Daerah kemudian dipublikasikan.

6) Fasilitas  dan membantu   untuk  meningkatkan  PAD dari  sektor  Non PNBP

melalui BLUD yaitu sewa wisma, sewa tempat usaha dan fungsi lainnya 

7) Fasilitas  dan   membantu  dalam  kerjasama  informasi  pembangunan  melalui

pendekatan religius (yang berakhlaqul karimah) dengan Komunitas Masyarakat

Banten  di  Ibu  Kota  Negara  berdasarkan  data  sebaran  masyarakat  Banten  di

Ibukota Negara.

3.2   Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dalam Rencana Kerja Prubahan Badan Penghbung Daerah Tahun 2021

yaitu : 

“ Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan

efektif,  efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas,

berkompetensi dan melayani masyarakat “

Sasaran : 

1).  Tercapainya  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  Akuntabel,  Efektif,  dan

efisien

2). Pelayanan Publik Yang berkualitas

Sedangkan Kinerja Sasarannya ada 2 (dua) sasaran  yaitu:

1). Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

2) Capaian Pelayanan Publik

Dari  tujuan  dan  sasaran,  Badan  Penghubung  dalam  tahun  2021  akan  melakukan

strategi  Penguatan  Support  dan  Pelayanan  terhadap  OPD  Provinsi  Banten,

Kabupaten/Kota,  Kementerian,Lembaga,  Kedutaan  Besar,  Masyarakat  dan  Swasta

terhadapa  Peranan  koordinasi  yaitu  :  Investasi,  Promosi,  Informasi,  Pelayanan

Masyarakat  dan Keprotokolan  akan melakukan langkah-langkah untuk mendukun

Tema di Tahun 2021 tertuang dalam  dalam 8 area perubahan yang terkait dengan

Badan Penghubung yaitu : 
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1). Program Peningkatan Pelayanan Publik

2) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Dari Area 8 Perubahan dengan Program Strategis pada Tahun 2021 yaitu : 

1) Guide Wisata Investasi

2) Kerjasama Hubungan Antar Lembaga dengan Kementerian/lembaga 

3) Pelayanan Masyrakat

4) Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara. 

Berdasarkan  pernyataan  tujuan  dan  indikator  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka

dilakukan cascading down yaitu  menurunkan rencana pencapaian  indikator  tujuan

kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator

tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel.
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Tabel 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penghubung Daerah :

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR KINERJA

Satuan

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN

KE
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4   5 6 7 8 8 9
1

 

 

 

Terwujudnya kelembagaan

Pemerintah  Daerah  yang

berakhlakul karimah dengan

efektif, efesien, transparan,

akuntabel, dan sumber daya

apartur yang berintegritas,

berkompetensi dan melayani

masyaraka

 

 

 

Tercapainya

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Yang Akuntabel,

Efektif dan

Efisien

Capaian Laporan Kinerja 

Pemerintah Provinsi Banten

Nilai 60 70 75 80 88 90

Pelayanan Publik Yang 

berkualitas 

 

 

Capaian Pelayanan Publik

% 100 100 100 100 100 100
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1.3 Program dan Kegiatan

Untuk  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  setiap  misi  diperlukan  strategi  dan  arah

kebijakan pembangunan,  selanjutnya  program  pembangunan  dijabarkan sesuai

dengan urusan wajib dan pilihan, dengan prioritas program  beserta indikator kinerja

program.

Berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  dalam RPJMD maka  program yang  akan

dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Banten dalam kurun waktu 2017 –

2022 pada Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN /SUB KEGIATAN PAGU MURNIi PAGU PERUBAHAN

1 2 3 4

A PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH

PROVINSI

   

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

                  
95,060,000.00 

                  
62,260,000.00 

  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     
4,567,000.00 

                    
4,567,000.00 

  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   
28,410,500.00 

                  
28,410,500.00 

  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     
6,667,000.00 

                    
6,667,000.00 

  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

                    
5,435,000.00 

                    
5,435,000.00 

  Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                     
2,195,000.00 

                    
2,195,000.00 

  Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     
1,380,500.00 

                    
1,380,500.00 

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

                  
46,405,000.00 

                  
13,605,000.00 

       

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              
5,495,082,300.00 

             
6,126,842,300.00 

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN              
5,204,332,300.00 

             
5,852,332,300.00 

  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 
255,750,000.00 

                
255,750,000.00 

  Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

                  
29,926,000.00 

                  
17,986,000.00 

  Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan

                    
2,234,000.00 

                                 
-   

  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                     
2,840,000.00 

                       
774,000.00 
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3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   
45,940,000.00 

                  
34,220,000.00 

  Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

                  
25,940,000.00 

                  
11,490,000.00 

  Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   
20,000,000.00 

                  
22,730,000.00 

       

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah                            

480,411,000 

                
366,615,916.00 

  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

                             

18,730,000 

18,730,000.00

  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              

87,359,000 

74,827,000.00

  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                              

62,053,170 

62,053,170.00

  Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              

25,850,000 

21,224,000.00

  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              

58,183,000 

49,042,000.00

  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

                           

228,235,830 

140,739,746.00

       

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

                  
57,537,700.00 

                              

26,329,600.00

  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   
57,537,700.00 

                                 

26,329,600.00
       

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

                
932,010,000.00 

                
932,010,000.00 

  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

                
153,000,000.00 

                
153,000,000.00 

  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                 
779,010,000.00 

                
779,010,000.00 

       

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

                
192,429,000.00 

                
192,055,220.00 

  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.                   
34,900,000.00 

                  
34,720,000.00 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

                  
27,662,300.00 

                  
27,662,300.00 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

                
129,866,700.00 

                
129,672,920.00 

       

B PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                        

1,351,530,000.00

                              

848,522,964.00  
1 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung              

1,351,530,000.00 
             
1,351,530,000.00 

  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur 

dan Masyarakat

                
175,027,400.00 

                
175,027,400.00 

  Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                 
386,700,000.00 

                
386,700,000.00 

  Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan 

Pelestarian Seni Budaya

                
422,297,800.00 

                
422,297,800.00 

  Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan 

pelestarian Seni Budaya

                                   
-   

                                     
-   
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  Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan 

Penghubung

                
367,504,800.00 

                
367,504,800.00 

       

Jumlah Anggaran 
                        8,

650,000,000,-

 

8,588,856,000,-
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Rencana Kerja merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi

yang mengarah ke basis kinerja yang didalamnya terdapat struktur

dan  organisasi,  Tugas  adalah  pelaksanaan  rutin  yang  harus

dilaksankanan   sedangkan   fungsi  adalah  merupakan  fungsi

lembaga yang harus dijalankan. Badan Penghubung Provinsi Banten

menyusun Rencana Kerja Perubahan 2021 dengan pertimbangkan

perkembangan saat ini dan perkembangan SOTK  kedepan.

Rencana Kerja  Tahunan adalah merupakan proses kegiatan

yang  akan  dilaksanakan   dan  di  susun  untuk  memenuhi  dan

merealisasikan  serta   melaksanakan   tidak  lanjut  dari  Rencana

Stategis  Badan Penghubung Provinsi  Banten, juga sebagai  bahan

acuan  untuk  rencana  capaian  kinerja  tahunan,  yang  selanjutnya

akan dijadikan sebagai  bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) sebagaimana Amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disamping   itu   dengan   tersusunannya   Rencana   Kerja

Tahunan,  diharapkan  segenap unsur  Badan Penghubung Provinsi

Banten dapat memacu diri dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, karena ada tugas yang telah tersusun dalam Rencana

Kerja  Tahunan,  dan  pada  akhirnya  dapat  menjadi  tolok  ukur

Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Provinsi Banten.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini disusun, semoga dapat

dilaksanakan  dan  dijadikan  pedoman  dalam  pelaksanaan  tugas

segenap unsur Satuan Kerja serta dapat memenuhi tuntutan dan

keinginan masyarakat dalam rangka mewujudkan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penghubung Daerah  2021 47

Penutup
BaB 

4


	Cover Renja Perubahan
	00 KATA PENGANTAR  DAFTAR ISI
	Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

	01 Bab 01 PENDAHULUAN
	02 Bab 02 EVALUASI PELAK RENJA TAHUN 1
	03 Bab 03 PROGRAM  KEGIATAN
	04 Bab 04 PENUTUP

